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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembentukan Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang 

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki daya 

ikat umum. Menurut Maria Farida Indrati, peraturan perundang-undangan 

disusun dalam suatu sistem yang berjenjang dan bertingkat, sehingga antara satu 

peraturan dengan peraturan lainnya harus saling berkaitan dan tidak boleh 

bertentangan. Sistem tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan 

keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.10 Sistem peraturan 

perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip hierarki norma hukum, di 

mana peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie 

menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan merupakan 

konsekuensi dari konsep negara hukum, karena hukum harus disusun secara 

sistematis dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi.11 

Prinsip ini dikenal dengan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu 

peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah 

apabila terjadi pertentangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

                                                           
10 Indrati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: 

Rajawali Pers, 2020. 
11 Asshiddiqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020. 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 

Gambar 1. Hierarki Perundang-Undangan 

 

Susunan hierarki tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berada pada jenjang paling bawah dalam sistem peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, Perda Kabupaten/Kota tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Peraturan 

Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah. Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah 

menyatakan bahwa Perda berfungsi sebagai instrumen hukum daerah untuk 

mengatur kepentingan masyarakat setempat, namun pembentukannya tetap 
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harus tunduk pada sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-

undangan.12  

Perda tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan daerah, 

melainkan sebagai produk hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. 

Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya merupakan kewenangan politik 

pemerintah daerah, tetapi merupakan proses yuridis yang harus mengikuti 

tahapan formal sebagaimana ditentukan dalam sistem peraturan perundang-

undangan. Menurut Maria Farida Indrati, ketaatan terhadap tahapan 

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat utama agar 

suatu peraturan memiliki keabsahan dan kekuatan hukum mengikat.13 Oleh 

karena itu, setiap Perda harus dibentuk melalui prosedur yang jelas dan 

sistematis. 

1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan 

melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. 

Propemperda disusun secara bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah 

sebagai instrumen perencanaan pembentukan Perda dalam satu tahun 

anggaran. Yuliandri menjelaskan bahwa tahap perencanaan berfungsi untuk 

memastikan bahwa Perda yang akan dibentuk benar-benar dibutuhkan oleh 

daerah, memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak bertentangan dengan 

                                                           
12 Huda, Ni’matul dan Despan, H. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2021. 
13 Indrati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. 

Jakarta: Rajawali Pers, 2021. 
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.14 Dengan adanya 

Propemperda, pembentukan Perda dapat dikendalikan secara sistematis dan 

terarah. 

2. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  

Setelah masuk dalam Propemperda, tahap selanjutnya adalah 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda dapat berasal 

dari DPRD atau Kepala Daerah. Dalam tahap ini, Raperda pada prinsipnya 

harus disertai dengan naskah akademik yang memuat landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Perda. Maria Farida Indrati 

menegaskan bahwa naskah akademik memiliki fungsi penting sebagai dasar 

rasional dalam merumuskan norma hukum agar materi muatan Perda tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.15 

3. Tahap Pembahasan  

Raperda yang telah disusun kemudian dibahas secara bersama antara 

DPRD dan Kepala Daerah. Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat 

resmi untuk membahas substansi Raperda, baik secara keseluruhan maupun 

pasal demi pasal. Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah menyatakan 

bahwa tahap pembahasan merupakan tahap krusial karena menjadi forum 

untuk menguji kesesuaian Raperda dengan kepentingan daerah serta dengan 

                                                           
14 Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali 

Pers, 2020. 
15 Indrati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: 

Rajawali Pers, 2020. 
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sistem hukum nasional.16Pada tahap ini juga dilakukan penyelarasan agar 

Raperda tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-

undangan. 

4. Tahap Persetujuan Bersama  

Apabila pembahasan telah selesai dan tercapai kesepakatan, 

Raperda selanjutnya memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan 

Kepala Daerah. Persetujuan bersama ini merupakan syarat formil yang 

harus dipenuhi sebelum Raperda dapat ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah. Tahap ini menegaskan bahwa pembentukan Perda merupakan hasil 

kerja bersama antara lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah. 

5. Tahap Penetapan  

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan cara menandatangani Raperda tersebut. Penetapan 

ini menandai perubahan status Raperda menjadi Peraturan Daerah. 

Penetapan oleh Kepala Daerah merupakan bentuk pengesahan secara 

yuridis terhadap norma hukum yang telah disepakati bersama. 

6. Tahap Pengundangan  

Tahap terakhir dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah 

pengundangan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. 

Pengundangan bertujuan agar Perda memperoleh kekuatan hukum 

mengikat dan dapat diberlakukan secara umum. Maria Farida Indrati 

menegaskan bahwa tanpa pengundangan, suatu peraturan perundang-

                                                           
16 Huda, N. dan Despan, H. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2021. 
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undangan belum dapat berlaku dan tidak memiliki daya ikat terhadap 

masyarakat.17  

Dengan demikian, proses pembentukan Peraturan Daerah merupakan 

rangkaian tahapan yuridis yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari 

sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Ketaatan terhadap setiap 

tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keabsahan dan 

efektivitas Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar Perda yang dibentuk 

memenuhi syarat keabsahan secara formil dan materiil. Tahap perencanaan 

dilakukan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 

(Propemperda) oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Yuliandri menegaskan 

bahwa tahap perencanaan merupakan instrumen penting untuk mengendalikan 

pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dibentuk 

benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan.18 Selanjutnya, dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

yang dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, disertai dengan naskah 

akademik sebagai dasar penyusunan materi muatan. Rancangan Perda tersebut 

kemudian dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah hingga 

memperoleh persetujuan bersama, untuk selanjutnya ditetapkan dan 

diundangkan dalam Lembaran Daerah agar memiliki kekuatan hukum 

                                                           
17 Indrati, S.M.F., Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jakarta: 

Rajawali Pers, 2021. 
18 Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali 

Pers, 2020. 
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mengikat. Maka, pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses yuridis 

yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hierarki peraturan perundang-

undangan. Ketaatan terhadap hierarki dan prosedur pembentukan Perda menjadi 

syarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, termasuk dalam pengaturan mengenai pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

Secara rinci menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 

2022 dan UU Nomor 23 Tahun 2014: 

1. Tingkat Provinsi  

Disetujui bersama: DPRD Provinsi dan Gubernur, ditetapkan oleh: 

Gubernur dan disebut: Peraturan Daerah Provinsi. 

2. Tingkat Kabupaten/Kota  

Disetujui bersama: DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota, 

ditetapkan oleh: Bupati/Wali Kota. Disebut: Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 

Keiteintuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRIi Tahun 1945, peimeiriintah daeirah 

diibeiriikan keiweinangan untuk meimbeintuk Peimda dan peiraturan laiin dalam 

rangka meinyeileinggarakan otonomii daeirah dan tugas peimbantuan.19 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang Peimeiriintahan Daeirah meinjadii dasar 

hukum opeirasiional yang meimbeiriikan keiweinangan keipada peimeiriintah daeirah 

                                                           
19 UUD NRI Tahun 1945 
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dalam meinyeileinggarakan urusan peimeiriintahan seirta meineitapkan beirbagaii 

keibiijakan dii daeirah masiing-masiing.20 Untuk meindukung peilaksanaannya, 

peimeiriintah pusat juga meineitapkan peiraturan peilaksana beirupa Peiraturan 

Peimeiriintah, dii antaranya Peiraturan Peimeiriintah Nomor 12 Tahun 2019 teintang 

Peingeilolaan Keiuangan Daeirah yang meingatur seicara riincii tata keilola keiuangan 

daeirah, dan Peiraturan Peimeiriintah Nomor 28 Tahun 2020 teintang Peingeilolaan 

Barang Miiliik Daeirah yang meimbeiriikan keiteintuan teikniis meingeinaii peingeilolaan 

aseit miiliik peimeiriintah daeirah. 

Seilaiin meilaksanakan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan dii tiingkat 

nasiional, peimeiriintah daeirah teirmasuk Peimeiriintah Kota Bliitar, juga meineitapkan 

Peiraturan Daeirah (Peirda) seibagaii dasar hukum dalam peilaksanaan beirbagaii 

keibiijakan seiktoral dii daeirahnya. Keibiijakan teirseibut meiliiputii peingaturan teirkaiit 

peingeilolaan reitriibusii, pajak daeirah, peingeilolaan aseit miiliik daeirah, seirta 

peinataan tata ruang wiilayah. Seiluruh peiraturan teirseibut saliing beirkaiitan dan 

meinjadii peidoman hukum yang meindukung peinyeileinggaraan otonomii daeirah 

seicara teirtiib, eifeiktiif, dan seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku.21 Peimeiriintah Kota Bliitar seicara aktiif meineitapkan 

beirbagaii keibiijakan daeirah meilaluii Peiraturan Daeirah yang diisusun seisuaii 

deingan keibutuhan dan kondiisii masyarakat seiteimpat. Keibiijakan-keibiijakan 

teirseibut meincakup beirbagaii biidang, antara laiin peingeilolaan barang miiliik 

daeirah, peingeilolaan peindapatan aslii daeirah, reitriibusii, peinataan tata ruang 

                                                           
20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
21 Kadarukmi Retno M.E., 2013. Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Fakultas Hukum, Universitas Katolik 

Parahyangan. 
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wiilayah, hiingga peinyeileinggaraan peilayanan publiik. Salah satunya adalah Peirda 

2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah yang meinjadii peidoman dalam 

peingaturan teirkaiit peinguasaan, peinggunaan, peimanfaatan, peingamanan, 

peimeiliiharaan, dan peinghapusan aseit miiliik peimeiriintah daeirah. 22 

C. Tinjauan Tentang Barang Milik Daerah 

1. Pengertian Barang Milik Daerah 

Pasal 1 angka 2 PP 27/2014 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik 

Neigara/Daeirah, BMD meirupakan seiluruh barang yang diipeiroleih meilaluii 

peimbiiayaan Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah maupun sumbeir 

peiroleihan laiin yang sah.23 Seidangkan meinurut Peirmeindagrii Nomor 47 

Tahun 2021 Teintang Tata Cara Peilaksanaan Peimbukuan, Iinveintariisasii, dan 

Peilaporan Barang Miiliik Daeirah dalam Pasal 1 angka 3 beirbunyii “ Barang 

miiliik daeirah yang seilanjutnya diisiingkat BMD adalah seimua barang yang 

diibeilii atau diipeiroleih atas beiban APBD atau beirasal darii peiroleihan laiinnya 

yang sah.”24 Meinurut Dzul Kahfii, dkk meinjeilaskan bahwa Barang Miiliik 

Daeirah meirupakan salah satu beintuk aseit yang diimiiliikii oleih peimeiriintah 

daeirah dan beirsiifat beirwujud. 25 

 

                                                           
22 Perda 2/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
24 Permendagri 47/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan 

Barang Milik Daerah 
25 Kahfi, Z., Sarwo, A., Safitri, I., Nurhasanah, A., Rahayu, S. & Azhari, I. (2023). YUME : Journal 

of Management Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah 

Pemerintah Kota Makassar. YUME : Journal of Management, 6(1), 323–335. 

https://doi.org/10.37531/yume.vxix.348 
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2. Dasar Hukum Terkait Barang Milik Daerah 

Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah (BMD) diiseileinggarakan beirdasarkan 

keiteintuan beirbagaii peiraturan peirundang-undangan, baiik yang beirlaku dii 

tiingkat nasiional maupun daeirah. Adapun keiteintuan hukum yang meinjadii 

landasan dalam peingeilolaan BMD dii antaranya adalah seibagaii beiriikut: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang Peimeiriintahan Daeirah 

Undang-undang iinii meimbeiriikan keiweinangan keipada peimeiriintah 

daeirah untuk meingatur dan meinanganii seindiirii beirbagaii urusan 

peimeiriintahan, teirmasuk dii dalamnya teirkaiit peingeilolaan Barang Miiliik 

Daeirah (BMD). Dalam keiteintuannya, teipatnya Pasal 298 ayat (1), 

diiteigaskan bahwa peimeiriintah daeirah meimiiliikii hak atas keipeimiiliikan 

keikayaan daeirah yang dapat diikeilola dan diimanfaatkan untuk seibeisar-

beisarnya keipeintiingan dan keiseijahteiraan masyarakat dii wiilayahnya.26 

b. Peingeilolaan Barang Miiliik Neigara dan Daeirah Meinurut PP 27/2014 

Peiraturan Peimeiriintah teirseibut meingatur siisteim peingeilolaan 

BMN/D seicara meinyeiluruh, yang meiliiputii tahapan peireincanaan 

keibutuhan dan peingadaan, peinggunaan seirta peimanfaatan, 

peingamanan dan peimeiliiharaan, hiingga peiniilaiian, peinghapusan, 

peimiindahtanganan, seirta aspeik admiiniistrasii dan peingawasan atas aseit 

neigara dan daeirah.27 

                                                           
26 Lala, A. B. L., Dapu, F. M. & Lawotjo, S. (2024). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI TINJAU DARI UNDANG- 

UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Jurnal Fakultas 

Hukum UNSRAT, 12(3). 
27 Anwar Mahmud, T., Dewiyanti, R., Rachmania Komara, S., Banten Jaya, U. & Provinsi Banten, 

P. (2024). IMPLEMENTEASI KEBIJAKAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN 
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c. PP 28/2020 yang Meingubah PP 27/2014 teintang Peingeilolaan Barang 

Miiliik Neigara/Daeirah 

Reigulasii iinii diiteirbiitkan seibagaii upaya peinyeimpurnaan teirhadap 

keiteintuan yang seibeilumnya diiatur dalam PP 27/2014, yang seilanjutnya 

meingalamii peimbaruan pada beibeirapa keiteintuan, dii antaranya 

peinyeideirhanaan proseidur peimanfaatan Barang Miiliik Daeirah (BMD), 

peinguatan siisteim peingamanan aseit, peirbaiikan tata cara 

peimiindahtanganan aseit, seirta peiniingkatan meikaniismei peilaporan dan 

peirtanggungjawaban agar peilaksanaannya leibiih transparan, teirtiib, dan 

akuntabeil.28 

d. Peiraturan Meinteirii Dalam Neigeirii Nomor 47 Tahun 2021 teintang Tata 

Cara Peilaksanaan Peimbukuan, Iinveintariisasii, dan Peilaporan Barang 

Miiliik Daeirah 

Peirmeindagrii iinii meinjadii peidoman teikniis dii tiingkat peimeiriintah 

daeirah teirkaiit proseis admiiniistrasii aseit, mulaii darii peincatatan, 

peilaporan peir seimeisteir, hiingga peilaporan tahunan seibagaii bagiian darii 

laporan keiuangan peimeiriintah daeirah.29 

                                                           
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI BANTEN. Jurnal 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya, 7(1), 36–47. 
28 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
29Zahroh Salsabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis, J. & Zahroh Salsabila, J. (2024). EVALUASI 

ATAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN 

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA MALANG. JURNAL REVIU AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN SISTEM INFORMASI, 3(2), 

299–310.  
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e. Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah Meinurut Peirda 2/2019 teintang 

Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah. 

Pada tiingkat daeirah, peingeilolaan BMD dii Kota Bliitar diiatur meilaluii 

Peirda 2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah. Peiraturan iinii 

meinjadii landasan hukum bagii peimeiriintah Kota Bliitar dalam 

meinyeileinggarakan peingeilolaan BMD, yang meincakup peireincanaan 

keibutuhan, peingadaan, peinggunaan, peimanfaatan, peinghapusan, 

hiingga peimiindahtanganan aseit seicara teirtiib, eifiisiiein, eifeiktiif, transparan, 

dan akuntabeil. Beibeirapa keiteintuan peintiing yang diiatur dalam Peirda iinii 

dii antaranya adalah peineigasan meingeinaii keiweinangan masiing-masiing 

peirangkat daeirah dalam peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah, peingaturan 

proseidur peimanfaatan BMD seipeirtii seiwa, piinjam pakaii, keirja sama 

peimanfaatan, seirta beintuk laiinnya, dan keiteintuan teirkaiit peilaporan, 

peingawasan, seirta peimbeiriian sanksii admiiniistratiif teirhadap 

peilanggaran dalam peingeilolaan BMD.30 

f. Peirwalii 105/2022 Teintang Peiraturan Peilaksanaan Peirda 2/2019 

Teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah 

Peirwalii 105/2022 meirupakan peiraturan peilaksanaan darii Peirda 

2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah yang beirfungsii 

seibagaii peidoman teikniis dalam peinyeileinggaraan seiluruh tahapan 

peingeilolaan aseit daeirah. Peiraturan iinii meingatur seicara riincii meingeinaii 

peireincanaan keibutuhan dan peinganggaran, peingadaan, peinggunaan, 

                                                           
30 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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peimanfaatan, peingamanan, peimeiliiharaan, peinatausahaan, 

peimiindahtanganan, peimusnahan, seirta peinghapusan Barang Miiliik 

Daeirah, teirmasuk meikaniismei peingawasan dan peingeindaliian oleih 

peingguna maupun peingeilola barang. Deingan deimiikiian, Peiraturan Walii 

Kota iinii diimaksudkan untuk meimastiikan agar peilaksanaan peingeilolaan 

Barang Miiliik Daeirah dii Kota Bliitar beirjalan seicara eifiisiiein, eifeiktiif, 

transparan, akuntabeil, dan teirtiib admiiniistrasii seisuaii deingan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.31 

3. Asas dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BMD diilaksanakan deingan tujuan untuk meiwujudkan keiteirtiiban 

admiiniistrasii, eifiisiieinsii, eifeiktiiviitas, seirta akuntabiiliitas dan transparansii 

dalam peimanfaatan aseit miiliik peimeiriintah daeirah. Beirdasarkan keiteintuan 

Pasal 3 PP 27/2014 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Neigara/Daeirah, 

peilaksanaan peingeilolaan BMD beirpeidoman pada seijumlah asas peintiing, 

yaiitu:32 

a. Asas fungsiional dalam peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah meingandung 

makna bahwa seitiiap peingambiilan keiputusan dan peinyeileisaiian 

peirmasalahan yang beirkaiitan deingan peingeilolaan aseit daeirah harus 

diilaksanakan oleih kuasa peingguna barang dan keipala daeirah seisuaii 

                                                           
31 Perwali 105/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
32 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 
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deingan fungsii, keiweinangan, seirta tanggung jawab masiing-masiing piihak 

yang teilah diiteitapkan.  

b. Asas keipastiian hukum dalam peinggunaan Barang Miiliik Daeirah 

meingheindakii bahwa seitiiap keigiiatan peingeilolaan dan peimanfaatan aseit 

daeirah harus diilaksanakan beirdasarkan keiteintuan hukum seirta peiraturan 

peirundang-undangan yang beirlaku, yang peilaksanaannya dapat 

diijabarkan leibiih lanjut meilaluii Peiraturan Daeirah. 

c. Asas transparansii dalam peinggunaan BMD meineigaskan bahwa seitiiap 

keigiiatan peingeilolaan dan peimanfaatan aseit daeirah harus diilaksanakan 

seicara teirbuka, deingan teitap meinghormatii hak masyarakat untuk 

meimpeiroleih iinformasii yang akurat, jeilas, dan dapat diiakseis meingeinaii 

peingeilolaan barang miiliik daeirah. 

d. Asas eifiisiieinsii dalam peinggunaan BMD meingatur bahwa peimanfaatan 

aseit daeirah harus diiseisuaiikan deingan standar keibutuhan yang teilah 

diiteitapkan, seihiingga peinggunaannya beinar-beinar eifeiktiif dan optiimal 

dalam meindukung peilaksanaan tugas seirta fungsii peinyeileinggaraan 

peimeiriintahan. 

e. Asas akuntabiiliitas dalam peinggunaan Barang Miiliik Daeirah meinuntut 

agar seitiiap peingeilolaan dan peimanfaatan aseit daeirah dapat 

diipeirtanggungjawabkan seicara teirbuka keipada masyarakat seibagaii 

beintuk tanggung jawab atas peinggunaan barang miiliik publiik.33 

                                                           
33 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 
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f. Asas keipastiian niilaii dalam peinggunaan Barang Miiliik Daeirah 

meingharuskan adanya keiteipatan dalam peineintuan jumlah dan niilaii aseit 

yang diimiiliikii. 

4. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Ruang liingkup Peirmeindagrii 19/2016 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik 

Daeirah meiliiputii: 

a. Peireincanaan keibutuhan adalah proseis peineintuan keibutuhan Barang 

Miiliik Daeirah deingan meimpeirtiimbangkan kondiisii yang teilah ada dan 

peingadaan seibeilumnya untuk meimeinuhii keibutuhan dii masa meindatang.  

b. Peingadaan meirupakan Keipala Satuan Keirja Peirangkat Daeirah beirtugas 

meinyusun daftar hasiil peingadaan barang miiliik daeirah dii liingkup 

keiweinangannya seirta wajiib meilaporkannya keipada keipala daeirah 

meilaluii peingeilola barang guna peineitapan status peinggunaan. 

c. Peinggunaan meirupakan keigiiatan yang diilakukan oleih Peingguna Barang 

atau Kuasa Peingguna Barang dalam rangka peingeilolaan dan 

peinatausahaan Barang Miiliik Daeirah seisuaii deingan tugas dan fungsii 

Satuan Keirja Peirangkat Daeirah (SKPD).34 

d. Peimanfaatan meirupakan peindayagunaan Barang Miiliik Daeirah yang 

tiidak diigunakan seicara langsung dalam peilaksanaan tugas dan fungsii 

SKPD dan/atau optiimaliisasii Barang Miiliik Daeirah deingan tiidak 

meingubah status keipeimiiliikan, meilaluii skeima yaiitu: 

                                                           
34 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 
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a) Seiwa adalah peimanfaatan BMD oleih piihak laiin untuk jangka waktu 

teirteintu deingan meimpeiroleih iimbalan beirupa peimbayaran seiwa. 

b) Piinjam pakaii adalah peinggunaan BMD oleih piihak laiin dalam jangka 

waktu teirteintu tanpa adanya iimbalan. 

c) Keirja Sama Peimanfaatan (KSP) meirupakan keirja sama antara 

peimeiriintah daeirah deingan piihak laiin dalam peimanfaatan BMD, dii 

mana keidua beilah piihak beirbagii hasiil seisuaii keiseipakatan. 

d) Bangun Guna Seirah (BGS) meirupakan piihak keitiiga meimbangun dii 

atas tanah miiliik daeirah, keimudiian meimanfaatkan dalam waktu 

teirteintu, dan seiteilah masa peirjanjiian seileisaii, bangunan diiseirahkan 

keipada peimeiriintah daeirah. 

e) Bangun Seirah Guna (BSG) meirupakan piihak keitiiga meimbangun 

dan meinyeirahkan bangunan teirleibiih dahulu keipada peimeiriintah 

daeirah, keimudiian meimanfaatkannya dalam jangka waktu teirteintu.35 

e. Peingamanan dan Peimeiliiharaan beirdasarkan Peirmeindagrii 19/2016, 

peingeilola, peingguna, dan/atau kuasa peingguna barang miiliik daeirah 

wajiib meilakukan peingamanan teirhadap barang yang beirada dalam 

peinguasaannya. Peingamanan iinii meincakup admiiniistrasii beirupa 

peimbukuan, iinveintariisasii, peilaporan, seirta peinyiimpanan dokumein 

keipeimiiliikan. 

Adapun peimeiliiharaan BMD diilakukan deingan beibeirapa jeiniis, yaiitu: 

                                                           
35 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 
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a) Peimeiliiharaan riingan, yaknii peirawatan hariian oleih uniit peingguna. 

b) Peimeiliiharaan seidang, yaiitu peirawatan beirkala oleih teinaga keirja 

teirdiidiik atau teirlatiih. 

c) Peimeiliiharaan beirat, yaknii peirawatan iinsiideintal oleih teinaga ahlii, 

yang peilaksanaannya tiidak dapat diipreidiiksii seibeilumnya. 

f. Peiniilaiian adalah keigiiatan yang beirtujuan meineitapkan niilaii atas objeik 

peiniilaiian beirupa Barang Miiliik Daeirah pada suatu peiriiodei teirteintu. 

g. Peinghapusan adalah proseis peingeiluaran Barang Miiliik Daeirah darii 

peincatatan barang beirdasarkan keiputusan peijabat beirweinang yang 

meingakiibatkan beirakhiirnya tanggung jawab admiiniistrasii dan fiisiik atas 

barang teirseibut.36 

h. Peimiindahtanganan meirupakan meikaniismei peingaliihan keipeimiiliikan atas 

Barang Miiliik Daeirah seibagaii tiindak lanjut darii peinghapusan, seipanjang 

barang teirseibut masiih meimiiliikii niilaii eikonomiis, yang dapat diilakukan 

meilaluii peinjualan, tukar meinukar, hiibah, atau peinyeirtaan modal. 

i. Peimusnahan meirupakan tiindakan teirhadap Barang Miiliik Daeirah yang 

tiidak lagii dapat diigunakan, diimanfaatkan, maupun diialiihkan, atau 

kareina alasan laiin seisuaii keiteintuan hukum yang beirlaku.Tiindakan 

meinghapus barang darii daftar iinveintariis BMD kareina: 

a) Barang rusak beirat 

b) Barang tiidak eikonomiis untuk diipeirbaiikii 

                                                           
36 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting and 

Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 



202110110311017 

Laila Azizah Nurfahmi 

Prodi Ilmu Hukum 

 

32 

 

c) Barang tiidak diipeirlukan lagii 

d) Barang hiilang 

j. Peimbiinaan adalah upaya yang diilakukan meilaluii peimbeiriian peidoman, 

biimbiingan, peilatiihan, dan supeirviisii. Seidangkan Peingawasan adalah 

upaya untuk meingeitahuii dan meiniilaii peilaksanaan tugas atau keigiiatan, 

guna meimastiikan apakah teilah beirjalan seisuaii deingan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan.37 

D. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Daerah 

Peindapatan Aslii Daeirah meirupakan salah satu komponein peineiriimaan 

daeirah yang sah dan diikeilola seicara langsung oleih peimeiriintah daeirah dalam 

rangka peilaksanaan otonomii daeirah. Seimakiin beisar kontriibusii PAD 

teirhadap total peindapatan daeirah, maka hal teirseibut meinceirmiinkan 

keibeirhasiilan peimeiriintah daeirah dalam meinggalii poteinsii keiuangan daeirah 

seirta meinunjukkan tiingkat keimandiiriian dan keimampuan daeirah dalam 

meimbiiayaii peinyeileinggaraan peimeiriintahan dan peimbangunan dii 

wiilayahnya.38 

Meinurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

teintang Peimeiriintahan Daeirah, Peindapatan Daeirah adalah hak peimeiriintah 

                                                           
37 Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) 

Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Journal of Economic, Management, Accounting 

and Technology, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404 
38 Permatasari, D. A. & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan 

Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi, 22(3), 1573. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581 



202110110311017 

Laila Azizah Nurfahmi 

Prodi Ilmu Hukum 

 

33 

 

daeirah yang diiakuii seibagaii peinambah niilaii keikayaan beirsiih dalam peiriiodei 

tahun anggaran yang beirsangkutan. 

2. Jenis Pendapatan Daerah 

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 teintang Peimeiriintahan Daeirah, peindapatan daeirah diikeilompokkan kei 

dalam tiiga kateigorii utama. Salah satunya adalah Peindapatan Aslii Daeirah 

(PAD), yaiitu peineiriimaan yang diipeiroleih oleih peimeiriintah daeirah 

beirdasarkan peiraturan daeirah dan seisuaii deingan poteinsii yang diimiiliikii oleih 

masiing-masiing daeirah. Adapun sumbeir-sumbeir PAD meiliiputii: 

a. Pajak daeirah  

Peineiriimaan pajak daeirah meimbeiriikan kontriibusii yang posiitiif dan 

beirartii teirhadap peiniingkatan Peindapatan Aslii Daeirah (PAD). Seimakiin 

optiimal peingeilolaan dan peimungutan pajak daeirah, maka seimakiin 

beisar pula peindapatan yang diiteiriima peimeiriintah daeirah. UU RIi 28 

/2009 teintang Pajak Daeirah dan Reitriibusii Daeirah meindeifiiniisiikan 

bahwa Pajak Daeirah adalah kontriibusii wajiib keipada daeirah yang 

teirutang oleih orang priibadii atau badan yang beirsiifat meimaksa 

beirdasarkan Undang Undang, deingan tiidak meindapatkan iimbalan 

seicara langsung dan diigunakan untuk keipeirluan daeirah bagii seibeisar-

beisarnya keimakmuran rakyat.39 Pajak daeirah dii Iindoneisiia meinurut UU 

34/2000 teintang Peirubahan atas UU RIi 18/1997 teintang Pajak Daeirah 

                                                           
39 Yasser, H. & Widajantie, T. D. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JATIM. Jurnal Ilmiah MEA 

(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntasi), 6(1). 
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dan Reitriibusii Daeirahdiibagii meinjadii pajak Proviinsii dan pajak 

Kabupatein/Kota, seisuaii keiweinangan masiing-masiing wiilayah.40  

b. Reitriibusii daeirah 

Reitriibusii Daeirah meirupakan pungutan daeirah seibagaii peimbayaran 

atas jasa atau peimbeiriian iiziin teirteintu yang khusus diiseidiiakan dan/atau 

diibeiriikan oleih peimeiriintah daeirah untuk keipeintiingan orang priibadii atau 

badan. Tiidak seipeirtii pajak, reitriibusii beirsiifat seibagaii beintuk balas jasa 

yang manfaatnya seicara langsung dapat diirasakan oleih masyarakat 

seibagaii iimbalan atas peilayanan atau fasiiliitas yang diiseidiiakan oleih 

peimeiriintah bagii piihak yang meimbutuhkan. Seiluruh peineiriimaan darii 

Reitriibusii Daeirah dapat diigunakan oleih peimeiriintah daeirah seibagaii 

sumbeir peindapatan untuk meindukung peimbiiayaan anggaran beilanja 

daeirah.41 

c. Hasiil peingeilolaan keikayaan daeirah yang diipiisahkan 

Hasiil peingeilolaan keikayaan daeirah yang diipiisahkan meirupakan 

peindapatan yang beirsumbeir darii peinyeirtaan modal peimeiriintah daeirah 

pada BUMD atau peirusahaan laiin, dii mana aseit yang diikeilola teirseibut 

teirpiisah darii keikayaan peimeiriintah daeirah.42 Kota Bliitar meimiiliikii 

beibeirapa poteinsii peingeilolaan keikayaan daeirah yang diipiisahkan 

                                                           
40 Simbolon, S. & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan 

Pajak Daerah Kota Tangerang. Rubinstein: Jurnal Multidisiplin, 1(2). 
41 Murti, S. & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang 

Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. Jurnal Perspektif Akuntansi, 4(2), 2623–0186. 
42 Rumondang Siagian, A. & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. e-Proceeding of Management, 9(5), 

3095–3104. 
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seimiisal BPR (Bank Miiliik Peimeiriintah Kota Bliitar), PDAM, pasar 

tradiisiional, dan modeil Peirumda multii-usaha yang jiika diikeilola leibiih 

profeisiional dapat meiniingkatkan kontriibusii PAD seicara siigniifiikan. 

d. Laiin-laiin PAD yang sah 

Laiin-laiin Peindapatan Aslii Daeirah yang sah seibagaiimana diiatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang Peimeiriintahan 

Daeirah diipeiruntukkan bagii peinganggaran peineiriimaan daeirah yang 

tiidak teirmasuk dalam keilompok Pajak Daeirah dan Reitriibusii Daeirah. 

Peindapatan iinii meincakup antara laiin hasiil peinjualan aseit daeirah yang 

tiidak diipiisahkan, peineiriimaan jasa giiro, seirta peindapatan yang beirasal 

darii peingeimbaliian dana. Seilaiin iitu, laiin-laiin PAD yang sah juga dapat 

beirsumbeir darii fasiiliitas sosiial dan fasiiliitas umum, seirta peindapatan 

yang beirasal darii asuransii keiseihatan peigawaii, seipanjang diipeiroleih 

seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan.43 

E. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum 

Meinurut Soeirjono Soeikanto, eifeiktiiviitas hukum adalah seijauh mana suatu 

hukum dapat beirlaku dan diipatuhii oleih masyarakat seicara nyata. Eifeiktiiviitas 

hukum meingukur apakah norma hukum yang diibuat beinar-beinar diilaksanakan 

seibagaiimana meistiinya dan mampu meincapaii tujuan yang teilah diiteitapkan. 

Suatu hukum diianggap eifeiktiif apabiila keiteintuannya jeilas, dapat diipahamii, 

diiteiriima, diilaksanakan oleih masyarakat, seirta mampu meimeicahkan masalah 

                                                           
43 Suprapto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Jurnal Akuntansi Neraca, 2(1). 
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yang meinjadii dasar peimbeintukannya. Soeirjono Soeikanto meingeimukakan 

bahwa eifeiktiiviitas hukum diipeingaruhii oleih liima faktor utama, yaiitu:44 

a. Faktor Hukum Iitu Seindiirii  

Faktor iinii meineikankan pada iisii norma hukum. Seibuah peiraturan harus 

diisusun deingan jeilas, teigas, leingkap, tiidak saliing beirteintangan deingan 

peiraturan laiin, seirta seisuaii deingan keibutuhan masyarakat. Apabiila norma 

hukumnya kabur, teirlalu rumiit, atau suliit diiopeirasiionalkan, maka 

peineirapannya akan meineimuii hambatan dan eifeiktiiviitasnya reindah. Dalam 

konteiks Peirda 2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah, 

eifeiktiiviitasnya sangat beirgantung pada keijeilasan rumusan Peirda teirseibut 

dalam meingatur jeiniis, status, dan peimanfaatan BMD. Jiika rumusan pasal 

sudah speisiifiik dan opeirasiional, maka iimpleimeintasiinya dii Kota Bliitar akan 

leibiih mudah, seihiingga dapat beirkontriibusii optiimal teirhadap Peindapatan 

Aslii Daeirah (PAD). 

b. Faktor Peineigak Hukum 

Faktor iinii meincakup seimua piihak yang beirpeiran dalam peineigakan 

hukum, seipeirtii aparat peimeiriintah daeirah, peingeilola aseit, BPKAD, seirta 

leimbaga peingawasan. Iinteigriitas, profeisiionaliitas, dan konsiisteinsii meireika 

sangat meimeingaruhii keibeirhasiilan peilaksanaan suatu aturan. Peineigak 

hukum yang meimiiliikii komiitmein tiinggii akan meindorong iimpleimeintasii 

                                                           
44 Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap 

pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT 

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115-134. 
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peiraturan seisuaii tujuan.45 Peilaksanaan Peirda 2 /2019 teintang Peingeilolaan 

Barang Miiliik Daeirah dii Kota Bliitar meimbutuhkan peiran aktiif BPKAD 

seibagaii peingeilola aseit, seirta dukungan iinstansii teirkaiit laiinnya. Jiika 

peineigak hukum daeirah iinii beikeirja deingan profeisiional dan transparan, 

peingeilolaan BMD dapat beirjalan optiimal seihiingga poteinsii peindapatan 

daeirah dapat diimaksiimalkan. 

c. Faktor Sarana atau Fasiiliitas 

Sarana meincakup seigala beintuk dukungan yang meimungkiinkan hukum 

dapat diiteigakkan, seipeirtii anggaran, teiknologii, siisteim iinformasii 

manajeimein aseit, sumbeir daya manusiia yang kompeitein, seirta iinfrastruktur 

peindukung. Tanpa fasiiliitas yang meimadaii, peiraturan yang baiik seikaliipun 

akan suliit diijalankan. Dalam iimpleimeintasii Peirda 2/2019 teintang 

Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah, Peimeiriintah Kota Bliitar meimeirlukan 

data aseit yang akurat, siisteim peincatatan yang teiriinteigrasii, teinaga ahlii 

peingeilola aseit, dan dana untuk peimeiliiharaan maupun optiimaliisasii 

peimanfaatan BMD. Keikurangan pada aspeik iinii dapat meinghambat 

kontriibusii BMD teirhadap PAD. 

d. Faktor Masyarakat 

Faktor iinii beirkaiitan deingan tiingkat keisadaran hukum, peindiidiikan, 

partiisiipasii, dan dukungan masyarakat teirhadap peilaksanaan aturan. Hukum 

akan suliit beirjalan eifeiktiif apabiila masyarakat tiidak meimahamii atau tiidak 

                                                           
45 Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap 

pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT 

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115-134. 
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mau meimatuhii keiteintuan yang beirlaku. Masyarakat Kota Bliitar, teirmasuk 

piihak swasta atau peingguna BMD, peirlu meimiiliikii keisadaran bahwa 

peimanfaatan BMD harus meingiikutii proseidur hukum. Jiika masyarakat 

meimahamii bahwa peingeilolaan BMD yang baiik dapat meiniingkatkan PAD 

dan beirdampak pada peimbangunan daeirah, maka keipatuhan akan 

meiniingkat. 

e. Faktor Keibudayaan 

Keibudayaan adalah niilaii-niilaii, keibiiasaan, dan norma sosiial yang beirlaku 

dii masyarakat. Hukum akan leibiih eifeiktiif apabiila seilaras deingan budaya 

masyarakat. Seibaliiknya, jiika beirteintangan deingan niilaii budaya, 

peineirapannya akan meinghadapii reisiisteinsii. Dalam peilaksanaan Peirda 

2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah, peintiing untuk 

meimpeirtiimbangkan niilaii-niilaii lokal Kota Bliitar, seipeirtii budaya gotong 

royong dan transparansii. Apabiila peingeilolaan BMD diilakukan seicara 

teirbuka dan meimbeirii manfaat langsung bagii warga, maka peineiriimaan 

masyarakat teirhadap keibiijakan iinii akan leibiih beisar.46 

F. Tinjauan Tentang Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

 Konseip good goveirnancei atau tata keilola peimeiriintahan yang baiik 

meirupakan keirangka normatiif dalam peinyeileinggaraan peimeiriintahan yang 

deimokratiis, transparan, dan beirtanggung jawab. Meinurut Uniiteid Natiions 

                                                           
46 Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap 

pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT 

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115-134. 
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Deiveilopmeint Programmei (UNDP), good goveirnancei meinceirmiinkan cara 

peimeiriintah meinggunakan keikuasaannya dalam meingeilola sumbeir daya 

publiik untuk peimbangunan masyarakat, meilaluii meikaniismei dan proseis 

yang meinjunjung tiinggii niilaii-niilaii: 

a. Partiisiipasii 

b. Transparansii 

c. Akuntabiiliitas 

d. Eifeiktiiviitas dan eifiisiieinsii 

e. Peineigakan hukum (rulei of law) 

f. Keiseitaraan dan iinklusiiviitas 

 Dalam konteiks peimeiriintahan daeirah, good goveirnancei meinjadii 

iindiikator peintiing dalam meiniilaii apakah keibiijakan daeirah, teirmasuk dalam 

peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah (BMD), teilah diilaksanakan seisuaii 

deingan asas umum tata peimeiriintahan yang baiik.47 

2. Asas Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah 

a. Eifeiktiiviitas dan Eifiisiieinsii 

 Asas iinii meinuntut agar seitiiap keibiijakan peimeiriintah, teirmasuk 

peingeilolaan BMD, mampu meimbeiriikan hasiil nyata bagii 

keipeintiingan publiik deingan peinggunaan sumbeir daya seicara 

optiimal.48 Dalam hal iinii, peingeilolaan BMD harus mampu 

                                                           
47 Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan 

Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi 

Akuntansi, 17(2), 410-418. 
48 Sari, Y., Aisyah, D., (2025). Penerapan good governance ditinjau dari transparansi pemerintah 

dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit umum daerah melalui proses tender di Kabupaten 

Mandailing Natal. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11(4), 1395–1412. 
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meinghasiilkan kontriibusii teirhadap Peindapatan Aslii Daeirah (PAD), 

tanpa meiniimbulkan peimborosan atau peinggunaan anggaran yang 

tiidak produktiif. Asas iinii diiakomodasii seicara eikspliisiit dalam Pasal 2 

ayat 1 Peiraturan Daeirah Kota Bliitar Nomor 2 Tahun 2019 teintang 

Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah, yang meinyatakan bahwa 

peingeilolaan barang miiliik daeirah diilakukan beirdasarkan asas 

eifiisiieinsii dan eifeiktiiviitas. 

b. Akuntabiiliitas 

 Akuntabiiliitas meingandung makna bahwa peinyeileinggara 

peimeiriintahan daeirah harus beirtanggung jawab seicara hukum, 

admiiniistratiif, dan publiik atas seiluruh keibiijakan dan tiindakan dalam 

peingeilolaan BMD. Dalam hal iinii, proseis peingeilolaan aseit daeirah 

mulaii darii peireincanaan, peinggunaan, hiingga peilaporan harus dapat 

diipeirtanggungjawabkan. Pasal 41 dan 42 Peirda Kota Bliitar Nomor 

2 Tahun 2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah meingatur 

seicara khusus meingeinaii peilaporan dan peingawasan atas 

peingeilolaan BMD, yang meinunjukkan adanya komiitmein teirhadap 

asas akuntabiiliitas. 

c. Transparansii 

 Transparansii beirkaiitan eirat deingan keiteirbukaan iinformasii 

keipada publiik. Dalam peingeilolaan BMD, peimeiriintah daeirah 

beirkeiwajiiban untuk meinyeidiiakan iinformasii yang jeilas dan mudah 

diiakseis meingeinaii status dan peimanfaatan aseit daeirah, teirmasuk 



202110110311017 

Laila Azizah Nurfahmi 

Prodi Ilmu Hukum 

 

41 

 

niilaii eikonomiinya, peirjanjiian keirja sama, seirta kontriibusiinya 

teirhadap PAD. Pasal 8 dan Pasal 11 dalam Peirda teirseibut 

meiwajiibkan peincatatan dan peilaporan seiluruh aseit daeirah meilaluii 

siisteim iinformasii manajeimein barang daeirah (SIiMBADA), seibagaii 

upaya untuk meiwujudkan peingeilolaan yang transparan dan teirbuka. 

d. Peineigakan Hukum (Rulei of Law) 

 Asas iinii meineikankan bahwa seiluruh keibiijakan dan tiindakan 

peimeiriintah daeirah harus beirlandaskan pada hukum yang beirlaku. 

Peimeiriintah Kota Bliitar dalam peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah 

tiidak hanya beirpeidoman pada keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan dii tiingkat pusat, teitapii juga tunduk pada peiraturan daeirah 

yang beirlaku.49 Oleih kareina iitu, dasar hukum peingeilolaan Barang 

Miiliik Daeirah dii Kota Bliitar meiliiputii: 

a) Peirda 2/2019 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah 

b) PP 27/2014 teintang Peingeilolaan Barang Miiliik Neigara/Daeirah 

c) PP 28/2020 seibagaii peirubahan atas PP 27/2014 

d) Peirmeindagrii 19/2016 teintang Peidoman Peingeilolaan Barang 

Miiliik Daeirah. 

e) Peirmeindagrii 7/2024 teintang Peirubahan atas Peirmeindagrii 

19/2016 teintang Peidoman Peingeilolaan Barang Miiliik Daeirah 

 

                                                           
49 Sari, Y., Aisyah, D., (2025). Penerapan good governance ditinjau dari transparansi pemerintah 

dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit umum daerah melalui proses tender di Kabupaten 

Mandailing Natal. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11(4), 1395–1412. 


